BAB I

LANDASAN TEOGRI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2006:2) merumuskan pengertian pajak adalah

sebagai berikut :
“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari sekior swasta ke sektor publik berdasarkan
undang-undang vang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan
(tegenprestatie) vang secara langsumg dapat ditonjukkan  yang digunakan
untukmembiayai pengeluaran umum dan yang digunaken sebagai alat pendorong,
penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan
Negara”. .

Dan menurui P.J.A. Andriani (2006: 1) pengeriian pajak adalah sebagai berikut
* Pajak adalah iuran kepada Negara (yam:g dapat dipaksakan) yang terufang oleh yang
wajib membayarnya menuru peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan vang gunanya adalah untuk membiaya
pengeluaran-pengeluaran  ummn  berhubung  dengan  tugas Negara untuk
menyelenggarakan Pemerintahan™.

Dari pengertian—pengertian tersebut terdapat empat ciri yang inelekat pada
pengertian pajak menurut Waluyo (20@2:'2}?}7&@&?&1 j

a. Pajak dipungut berdasarkan umﬂaﬁg«umdang serta aturan pelaksanaannyva.

b. Dalam pembayaran pajak tidek dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

secara individu oleh Pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh MNegara balk Pemerntah Pusat maupun Pemerintah

Daerah.

K
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d. Pajak diperuntukkan membiavai pengeluaran Pemerintah dan  apabila
pemasukkannya masih terdapat swplus, dipergunakan untuk membiayai

public invesiment,

2.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan {Budgeiair)
Pajak berfingsi salah satu sumber penerimmaan pemeriniah untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakau kebyakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar

bidang keuvangan.

2.3 Pengertian dan Karakteristik PPN
1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai adaiah Pajak atas konsumsi Barang Kena Fajak (BKP)
dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yvang dilakukan didalam deerab pabean dan ruang
udara diatasnya serta tempai-tempat terienty di zona ekonom: eksklusif dan landasan

kontinen.
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2. Karakteristik PPN
Karakteristik PPM vang dimaksud adalab ciri khusus yang melekat pada sistem
PPN yang tidak dimiliki sistem pajak %a:in‘ Karakteristik-karakteristik vang dimaksud
adalah :
a. PPN merupakan pajak tidak langsung
Karakter ini membawa konsekuensi vuridis antara pemikul beban pajak
(destinataris pajak’ dengan peuauggﬁng iawab pajak atas pembayaran pajak atas
pembayaran pajak ke Kas Negara vang berada pada pihak yang berbeda. Pemikul
beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembell Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke
Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Apabila terjadi penyimpangan
pemungutan pajak, administrasi pajak (Ditjen Pajak/fiskus) akan meminta
pertanggungjawabar kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena
Pajak tersebut, buka: kepada pembeli
Oleh karena stw maka ciri-cirinya adalah bahwa secara ekonomi beban
pajaknya dialihkan ke pihak lain, yaitu pihak vang mengkonsumsi barang atau jasa
yang menjadi objek pajak Sedangkan secara yuridis, tanggung jawab pembayaran
pajak ke Kas Negara tidak berada di tangan pihak vang memikul beban pajak.
b. PPN merupakan Pajak Objektif
Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak

ditentukan olel faktsr objektif yang ditentukan oleh faktor pajak objektif yang



dinamakan tathestand yaitu suatu keadaas peristiwa atau perbuatan hukum yang
dapat dikenakan pajak, yang lebih lezim disebut dengan objek pajak.
c. PPN merupakan Aulii Stage Tax
Multi Stage 7av adalah sefiap mata rantai jalur produksi maupun jalur
distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat Pabrikan
(Manufacturer) sampai Pedagang Ecémn (Retatlery dikenakan PPN,
d. PPN terutang untuk dibayar ke KB:S Negara dihitung menggunakan fndirect
Subtraction Method Credit Method aééu ladirect Method
Pajak yang terutang diperoleh c@m hasil pengurangan pajak yang dipungut
atau dikenakan pada wakty barang aiaga izsa yang disebut Pajak Keluaran {ouiput
fax) dengan pajak yang dibayar pada w;ai;m pembelian barang atau penerimaan jas
yang dinamakan Pajak Masukan (iﬂpz:fi-zc;ar)h
e. Pajak Pertambahan Nilai adalaly Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Sebagai pajak atas konsumsi mmn:n dalam negert, Pajak Pertambahan Nilai
hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
vang dilakukan di dalam negeri.
f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral
Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dibentuk melalui dua fakior yaifu ;
1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
2) Dalam pemungutannya PPN znéngﬁ.ﬂui prisip tempat tujuan (destination

principle)
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Dalam mekanisme pemungutannyz PPN mengenal dua prisip pemungutan

yaitu :

1) Prinsip asal tempat (origin principie) banwa PPN dipungut di terapat asal
barang atau jasa yang akan dikonstumsi

2) Prinsip terapat tujuan (destinativa principle) PPN dipungut ditempat
barang atau jasa dikonsumsi

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda
Kemungkinan Pajak Berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena

Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas milai tambah saja.

2.4 Dasar Hukem PPN

Undang-undang Momor 8 Tahun 1983 teniang Pajak Pertambahan INilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama
UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem
perpajakan pasional (fax refornt) 1983 Sebagai penggants UU Nomor 19 Tahun 19351
Drtjo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1964 ini mulai
berlaku pada tanggal 1 April 1985, Dalam kurun wakfu 15 tahun sejak mulai berlaku,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang nwlai berlaku pada tanggal 1 Januari
1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 yang mulu berlaku sejak tanggal | Januari 2001,

Adapun tujuan perubahan ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran filosofis

UJU Nomor 18 Tahun 2000 adalah:
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a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan ;
b. menciptakan sistem perpajakar yang sederhana dengan taupa mengabaikan
pengawasan dan pengawasan can pengamanan penerimaan negara.
Latar Belakang perubahan jusiru dijumy‘;pa.é dalam memori penjelasan bagian umum
yang menegaskan balwa dalam era reformas: saat ini, perkembangan sosial ekonomi
dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang
pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih
dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu:
a. belum adil walanpun sudah dilaksanakan sesual ketentuan;
b. kurang memberikan hak-hak wajib pajak
¢. kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya;

d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana

2.5 Objek PPN dan Subjek PPN
1. Objek PPN
Yang termasuk objek PPN sejak 1 Januart 1993 dapat disusun sebagai berikut:
a. penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan
Pengusaha,
b. impor Barang Kena Pajak;

penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan

[«

Pengusaha;



d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak darnt lvar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;

. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. kegiatan membangun sendiri yang difskukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan vang hasilnva akan digunakan sendiri
atau digunakan oleh pihak lain,

k. penyerzhan aktiva olek Pengusaha Kena Pajak vang menurut funjuan semula
aktiva tersebut tidak unmiuk diperjuaibelikan, sepanjang Pajak Pertambahan
Mila yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2. Subjek PPN

Dari ketentuan yang mengatur tentang obijek PPN daalm Pasal 4, 16C dan 16D
UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompolkan menjadi dua
yaity :

a. Pengusaha Kena Pajak
Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak
adalah Pasal 4 hunif a, huruf ¢, dan buraf 7 serta Pasal 16D jo Pasal | angka
15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peratwran Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,
Dari pasal-pasal ini dapat diketabu: bahwa

1} yang melakukan penyerahsn Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak vang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal
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4 horuf a, huruf ¢ jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomoer 143 Tahun 2000).

2) yvang mengekspor Barang Kema Pajak yang dapat dikenakan PPN
adalah Pengusaha Kens Pajak (Pasal 4 huraf £ UU PPN 1984)
3) vang menyerahkan alsiva vong menurut fujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan adalak Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16D UU PPN
1934).
4) Bentuk kergasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena
"Pajak  dan afau Jasa Kena Pajek dapat dikenakan PPN adalah
Pengusaha Kena Pajak {Pasal 2 Peraturan Pemerintab Nomor 143
Tahun 2000).
b. Bukan Pengusaha Kena Pajak
Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena
Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf
b, huruf d, dan hurof e serta Pasal 16C U1 PPN 1984,
Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN:
1) siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 UU PPN
1984).
2) siapapun yang memaafaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak dart luar Dacrah Pabean di dalam Daerah Pabean

(Pasal 4 huruf d dan huruf ¢ UL PPN [984),
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3) stapapun vang membangun sendin tidak dalam lingkungan perusahaan

atau pekerjaannya (Pasal 16C UU FPN 1984).

2.7 Saat dan Tempat Terutang PPN dan PPrBM

1. Saat Terutang PPN terjadi pada saat :

a. Penyerahan BKP atau JKP

b. Impor BKP

¢. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan Luar Daerah Pabsan

d. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

e. Pembayaranr dalam bhal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP tidak
berwujud atau JKP dari Luar Dacrah Pabean

f. Saat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak:

2, Saat Terutang PPnBM terjadi pada saat ;

a. Impor BKP yang tergolong mewah

b. Penyerahan kepada pembeli dilakukan oleh produsen BKP vang fergolong mewah

tersebut

3. Tempat Terutang PPN

a. Tempat terutang pajak bagi PKP vang melakukan penyerahan BKP, JKP dan
ekspor BKP terutang pajak adalah :
I) Tempat tinggal atau tempat kedudukan
2) Tempat kegiatan usaha dilakukan

3) Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
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b. Dalam hal impor terntang pajak tegjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
¢. Orang pribadi atau badan yang memanfaatban BKP tidak berwujud atau JKP dari
Luar Daerah Pabezn didalam Daerab Pabean terutang pajak adalah -
1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan
2} Tempat kegiatal usaha
d. Tempat lain yang ditetapkan dengan Direkiur Jenderal Pajak, vaitu :
Bagi PKP yang terdaftar di KPP Waiih Pajak Besar dap yang terdaftar di KPP
BUMN ditetapkan tempat terutang pajek hanya ditempat PKP terdaftar (otomatis

terpusat di KPP WP Besar dan KPP BUMIN)

2.7 Mekanisme Pemuangutan PPN

Pajak Pertambahar: Nilai yang lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu
sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada pama suatu jenis pajak,
mengenakan pajak atas nilai tambah yangj timbul pada barang atau jasa tertentu yang
dikonsumsi. Dengan mengenakan PPN atas “Nilai Tambah” (added value) dari BKP
atau JKP vang diserabkan oleh Pengwsa&& Kena Pajak maka kekhawatiran timbul
efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. “Nilai Tambah” adalah suatau
nilai yang merupakan basil penjumlaban biaya produksi atau distribusi yang meliputi
penyusutan, bunga modal, gaji/ upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta

pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh Pengusaha. Secara sederhana,
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nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga
Jual dengan harga beli barang dagangan. :
Menurut Prof.Dr.3en Terra (2006:32-33) dalam menghiiung pajak yang terutang
atas Nilai Tambah tersebut dikenal dengan tiza metcda yaifu:
a. Addition Method
Berdasarkan metode ini, PPN dibitung dari penjumlahan selurub unsur nilai
tambah dikalikan tarif PPN yang beriaku,
b. Substraction Method
Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang dizitung dari selisih antara harga
penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.
c. Credit Method
Metode ini sebenarnya hampir sama dengan substraction method, hanya bedanya
dalam credit method yang dicari bul:an banya selisih antara harga jual dengan
harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan
pajak yang dipungu: pada saat perjualan PPN vang tervtang mernpakan hasil
pengurangan antara PPN yang dipungnt oleh pengusaha pada saat melakukan

penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian.

2.8 Pengertian Faktur Pajak
Menurut Pasal I huruf t UU PPN 1984 vang dengan UU Nomor 18 Tahun 2000

menjadi Pasal | angka 23 merumuskan-



* Faktur Pajak adalah bukii pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak vang digunakan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai™.
2.9 Jenis-fenis Faktur Pajak
Ada tiga jenis Faktur Pajak adalah sebagai bertiut
a. Faktur Pajak Standar
Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak vang bentuk dan isinya telah ditetapkan
oleh perundang-undangan. Dalam fakiur pajak standar harus dicantumkan keterangan
tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang
meliputi
1)  Nama,alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak vang meyerahkan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
2)  Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak
dan atau penerima Jasa Kena Pajak;
3) Jemis barang atau jasa, jumiahh Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga;
4)  Pajak Pertambahan Nilai yang dipungui;
5) Pajak Penjualan Barang Mewah vang dipungut;
6) Kode, nomor seri,dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7)  Nama, jabatan, dan tanda tangan vang berhak menandatangani Faktur

Pajalc,



b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederbana adalah faktur pajak vang dibuat sebagai bukti pemungutan
pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli
alau penerima jasa yang tidak menunjukkan identitasnva dengan lengkap, misalnya
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui
NPWPnya atau tidak cliketahui nama atau alamat lengkapnyva.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi kas
register, karcis, kuitansiatau tanda bukti penverahan atau pembayaran Iain
sejenisnya. Faktur Péjak Sederhana paling sedikit harus memuat keterangan:

1) Nama, atamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menverahkan

Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

o

Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak ada atau Jasa Kena Pajak yang
diserahkan

3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN atau

besarnya PPN dicantumkan secara terpisah

4)  Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

¢. Faktur Pajak Gabungan
Faktur Pajak Gabungan adalah fakivr pajak standar yang memuat lebih dari satu

transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan vang sama. Hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan administrasi, karena tidak setiap transaksi untuk pelanggan yang

sama dan masa pajak yang sama harus dibuatkan faktur-fakiurnya.
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2.10 Fungsi faktur Pajak
Berdasarkan memori penjelasan E?éasaal 13 avat (1) dan Pasal 1 huruf t UU PPN
1984, Faktur pajak berfungsi sebagai:
a. bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajal: _r:iam bagi direktorat Jenderal Bea dan C ukar;
b. bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembel Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak atan orang pribadi atau badan yang mMengimpor
Barang Kena Pajak;
C. sarana univk mengkreditkan Pajak Masukan.
Ditinjau dari fungsinya, dapat dikatakan bahwa Faktur Pajak memegang posisi
senfral dalam mekanisme PPN di h}dm;im;m berdasarkan UU PPN 1984, Sesuai
dengan fungsinya ini maka unmk membuat Fakiur Pajak, Fengusaha Kena Pajak

tidak perlu menun ggu membuat invoice,

2.11 Sebab-sebab Terjadinva Kelebihan Pembayaran Pajak
Kelebihan pembayaran Fajak dapat terjadi karena -
a. Jumlah Pajak Masukan lebil besar daripada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu
Masa Pajak yang disebabkan oleh :
1} Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak vang dilakukan
sebelum usaha diraulai atay pada awal usaha dimulai.

2) Pengusaha Kena Fajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak
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3) Pengusaha Kena Pajak menverahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilaj

4) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak sehubunaan dengan provek milik Pemerintah vang dananya berasal dari
bantuan luar negeri baik berupa ibak maupun pinjaman

5} Pengusaba Kena Pajak melakvkan penyerahan Barang Kena Pajak untuk
diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

6) Berupa bahan baku atag pembantuy dan atauw Jasa Kena Pajak kepada
perusahaan eksportir tertentu (PET).

b. Selain ifu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan
Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata
disebabkan oleh keieliruan pemunguian pajak yang dilakukan Pengusaha Kena
Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebiban pembayaran pajak karcna terjadi

keslahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusuya tidak terutang,

2.12 Pengertian Restitusi
Menurut Chaniago Amran Y.§ pengeriian restitusi adalah sebagai berikut:

“ Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak
yang berhak menerima kelebihan pajak yang telah dibayarkan™,

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU PPN disebutkan bahwa -
~ Apabila dalam satu masa pajak Pajak Masukan vang dapat dikreditkan lebih besar

daripada Pajak Keluaran maka selisihnys merupakas kelebihan pajak yang dapat
diminta kembali atan dikempensasikan pada masa pajak berikutnva™.



2.13 Persyaratan Permohonan Peagembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Masukan

Saat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

permohonan pengembalian kelehihan pajek masukan dapat dilakukan pada setiap

akhir masa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal ¢ ayat (4) UU PPN 1984 dengan

cara ;

a.

Permcohonan pengembalian kelehihan pembayaran pajak disampaikan oleh
PEP dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalem SPT Masa PPN atau
dengan surar tersendiri, disampatkan kepada Kepala KPP di tempat PKP
dikukuhkan.
Permohonan tersebut dilampirkan densen dokumen yang menvatakan
adanya kelebihan pembayaran pajak, vaity:
b Faktur Pajak Masukar dan Faktur Pajak Keluaran vang berkaitan
dengat kelebihan pembayaran PPN vang diminta pengembalian
2} Dalam hal unpor BKP, ditampir ;
a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b) Surat Setoran Pajal: (S88F) atau bukd pungutan pajak yang
dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
¢) Laboran Pemeriksaan Surveyor {LPS), sepanjang fermasuk
dalam kategori wajib LPS.

3) Dalam Lal ekspor BKP, dilasapirkan :



4)

=)

6)

7)

a) Pemberitahuan Ekspor Bareng (PEB) vang telah difiat muat
oleh Direktorat .Ee:m%emi Bea dan Cukai;

b) Bill of Landin g (B/L) atau Air Waybill;

¢} Wesel ekspor aﬁau: bukt: ransfer.

Dalam hal penyeralmn BEP atau JKP kepada pemungut PPN
dilampirkan :

a) Kontrak atau Surzazé Penintah Kerja;

b) Surat Setoran Pajali:,

Dalam hal p@rmohonén pengembalian yang diajukan meliputi
kelebihan pembayaran akibat Kompensasi Masa Pajak sebelumnya,
maka yang dilampirkan meliputi sshurub dokumen yang berkenaan
dengan kelebihan pemi:»éymam Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak
yang bersangkutan. |
Dalar1  hal penuohmum diajukan oleh PKP kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud: dalam Pasal 17C UU KuUp, lampiran
dimaksud pada butir 1) sz;amg}ai dengan 4) tidak wajib disampaikan,
kecuali apabila permohonan pengembalian kelebibhan pembayaran
pajak meliputi kelebiban pembayaran akibat kompensasi Masa
Pajak sebelum PKP diteiapkan sebagai PKP kriteria tertentu.
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan

satu permohonan untuk satu Masa Pajak.



2.14 Jangka Wakeu Penyelesaian Restitusi

Sebagai peraturan pelaksanaan dibidang PPN dalam Pasal 3 dan 4 keputusan

Direktur Jenderal Pajak Momor KEP-160/PI /2001 tanggal 21 Februarr 2001 yang

menggantikan  keputusan Direltur  fenderal Pajak Nomor KEP-3 19/P12000,

ditetapkan sebagai berikut -

a.

Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak vang diajukan oleh PKF van & melakukan kegiatan tertenty
yaitu melakukan ekspor BKP atay melakukan penyerahan BKP atau JKP
kepada pemungput PPN, Direktur Jenderal Pajak hamms menerbitkan surat
ketetapan pajak paling lambat :

I) 2 (dua) bulan Sejak samt permohonan diterima dalam keadaan
lengkap oleh KPP, kecuali permohonan yang penyelesaiannya
dilakukan melalui pemeriksaan nntuk sermua jenis pajak.

2) 12 (dua belas) bulan sejak saat permohonan diterina dalam
keadazn lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalyi

pemeriksaan untuk semuea jenis pajak.

b. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah diampaui, Direktur Jenderal Pajak

tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. berarti permohonan pengembalian
kelebihan pembayvaran pajak dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar harus diterbitkan dalam Jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Jangka

waktu tersebut berakhir.



2.15 Tujuan Konfirmasi Fakiur Pajak
Tujuan konfirmasi faktur pajak adalah unik mendapatian keyakinan bahwa:
a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha vang telah dikukuhkan
sebagai PKP
b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan
dengan adanya penyerahan BKF dan atau JKP yang terufang PPN
¢. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PEP penerbit sebaga: Pajak Keluaran
pada SPT Masa PPN
Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:
a. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilanorkan PKP Pembeli sesuai dengan pajak
Keluaran yang dilapcrkan PKP Pen jual
b. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan
Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual, Ketidaksesuaian terjadi
disebabkan antara lain karena: kode séri dan nomorfakiur pajak, tanggal faktur
pajak,dan atau jumlak yang dipungut pade rekaman data faktur pajak PKP Pembeli
berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual
¢. Tidak ada data pembanding vang kemungkinan disebabkan PKP Penjnal belum
atau tidak melaporkan Pajak Keluarannya aau KPP tempat PKP Penjual
diadministrasikan, belum melakukan parekaman,
d. PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah

melaporkan Pajak Keluarannya.



2.16 Mekanisime restitusi PPN

Berdasarkan Surat Edaran Direldur Jenderal Pajak No SE-35/PJ.5/1989 tanggal
6 Juli 1989, maka delam mengajukan permintaan restitusi, PKP yang bersangkutan
hendaknya memperhatikan denpan sekz&éma :

4. persyaratan formal berupa

1) saat pengukuhan sebagai PKF

2) jenis usaha

3) NPWpP

4) Kelengkapan pengisian SPT Masa PPN
Persyaratan formal ini Sangai besar pengaruhnya terhadap hak pengkreditan
Pajak Masukan yang digunakan sebapai dasar permintaan restitusi.

b. dalam hal ekspor supaya dibuktikan bahwa BKP yang bersangkutan memang
untuk diekspor haik seluruhnya maupan sebagian. Demikian pula PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang) supaya ditefiti apakah sudah ada fiat muat
dani Bea Cukai, serta supaya dicocekkan dengan B/L van g bersangkutan.

¢. dalam hal restitusi diminta pada awal usaha, supaya diperhatikan kaitan antara
pembelian atau derolehan barang moda! atau bahan baku/pembantu dengan
kegiatan usaha

d. kondisi Fakter Pajak Masukan barus memenuhi syarat formal maupun
materiil sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Dalam hal terdapat Faktur Pajak yang meragukan kevakinan KPP, maka oleh

KPP yang bersangkutan akan dilakukan -



Konfirmasi kepada Kpp tempat pengukuhan PKP Penjual  atau
Pengusaha Jasa vang wmenerbitkan Faldur Pajak tersebut. Adapun
Faktur Pajak yang tidak periu dikonfirmasikan adalah :
(a) Faktur Pajak Masukan vang tidak dapat dikreditkan
(b) Faktur Pajak Mszsulan dari para Pemungui PPN eks
Keputusan Presiden MNo.36 Tahun 1988 vang telah/ akan
disetor untuk dan atas nama PKP
(c) Faktur  Pajak  vang  diterbitkan  oleh Pertamina
(PNPB),BULCG (Surat Perintah Pengiriaman Parang atau
DG), PT TELKOM (kuitansi) dan Faltur Pajak Impor (PIUD
dan SSP)
(d) Faktur Pajak yang FPN-nya berjumlat Rp 2 Juta atau kurang

kecuali ada kecurigaan vang cukup beralasan.

Bagi KPP yang meminta konfirmasi supava memperhatikan batas waktu

penyelesaian restimsi. Untuk ita hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Apabila sampai batas wakiu penyelesaizn restitusi belum ada jawaban konfirmasi

Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) atau (baca:SKPLB} supaya

diterbitkan setelah melakukan penelitian yang cermat terhadap Fakeur Pajak Masukan

terkait

b. Jawaban konfirmasi berupa :

1) Pengusaha yang menerbitkan Fakivr Pajak tidek dikukuhkan sebagai PKP:

atau



a2
<

2) Faktur  Pajak Masukan vang  diminta  Konfimnasi  belum

dipertanggungawabkan oleh PKP Penjuzl atau Pengusaha Jasa.
Sebagai tindak Ianjut terhadap jawzibw konfirmasi vang seperti ini, SKIKPP atau
(baca:SKPLB) supaya diterbitkian sesuar dengan hasil konfirmasi, yaitu hanya
terhadap Fakiur Pajak Masukan vaig éiyakmf kebenarannya. Seluruh proses ini
supaya diselesatkan selambat-lambatnye dalam jangka waktu satu bulan setelzh batas
waktu pemberfan res:itusi kecuali terhadep PKP vang bersangkutan dilakukan
penyidikan Bagi KPP vang diminia }cc:vrgf?mmsé, supava mengambil fangkah sebagai
berikut :
a. Jawaban konfirmasi supaya diberikan dalam jangka wak 1 minggu untuk
restitusi berkenaan dengan ekspor atau PPN yang dipungut oleh Pemungut
PPN eks Keppres Nomor 56 Tahuﬁ 1988

b. Untuk restitusi berkenaan dengan kegiatan usaha lainnva_jawaban konfirmasi
supaya diberikan dalam waktu dug %nm g,

¢. Dalam hal PKP Penjual atau Peagusaha Jasa tidak dikukuhkan schagai PKP
supaya meminta Kantor Pemeriksazn dan Penyidikan Pajak (KARIKPA)
melakukan pemeriksaan

d. Apabila PKP Penjuai atau Penguﬁéha Jasa belum melaporkan Fakiur Pajak

vang berkenaan supava dikonfirmasikan kepada PKP yang bersangkutan atau
dilakukan pemeriksaan sumir ataw meminia Kantor Rikpa melakukan

pemeriksaan lengikap



Permohonan restitusi yang diajukan: cleh PKF tidak otomatis akan dikabulkan
begitu saja melainkan dilakukan perm?iksama terlebih dabulu. Berdasarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-O?! /25 72003, Perihal Kebijakan Pemeriksaan
pajak, Pemeriksaan pa:ak yang daiiakukan; adalah

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) . Pemeriksaan yang dilakukan adalah
permohonan restitusi karena PKP mengekspor Barang Kena Pajak atau PEP
menyerahikan Barang Kena Pajak da@‘z Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN.
Jangka waktunya penyelesaian lj’SK‘ adalah tiga minggu terhitung sejak
tanggal dikirimriya surat panggilan kepada Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapaﬂggm (P5L): Pemeriksaan yang dilakukan
adalah permohonan restitusi kars:sgla PEP melakukan kegiatan usaha selain
ekspor dan penyerahan kepad;a pemungut PPN, Jangka Waktunya
penyelesaian PSL azdalah dua bulan terhitung sejak pemeriksaan mulai
dilaksanakan yaitu sejak tauggﬁl disampaikannya surat pemberitahuan

pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak



